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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi
Penanaman Modal, dipandang perlu menyempurnakan
beberapa ketentuan di dalam Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman
Modal;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 4/P/2009;

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal tentang Koordinasi
Fasilitasi dan Pemberian Dukungan Pelaksanaan
Percepatan Realisasi Proyek Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
tanggal 18 Agustus 2010;

2. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor
B/579/M.PAN-RB/02/2011 tanggal 24 Februari 2011
perihal Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR
90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 59

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal terdiri dari:

a. Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam
Lainnya;

b. Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur;

c. Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan;

d. Direktorat Perencanaan Infrastruktur.”

2. Ketentuan BAB VI Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

“Bagian Kelima

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan

Pasal 90

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan
pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, dan rencana
pengembangan jasa dan kawasan.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90,
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan
rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa perdagangan
dan pariwisata;

b. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan
rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa kesehatan,
pendidikan, ketenagakerjaan, dan jasa lainnya;

c. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan
rencana pengembangan penanaman modal di bidang kawasan ekonomi.
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Pasal 92

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan terdiri dari:

a. Subdirektorat Jasa Perdagangan dan Pariwisata;

b. Subdirektorat Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa
Lainnya;

c. Subdirektorat Kawasan Ekonomi.

Pasal 93

Subdirektorat Jasa Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana
strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa
perdagangan dan pariwisata.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93,
Subdirektorat Jasa Perdagangan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana
strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa
perdagangan;

b. pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana
strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa
pariwisata.

Pasal 95

Subdirektorat Jasa Perdagangan dan Pariwisata terdiri dari:

a. Seksi Jasa Perdagangan;

b. Seksi Jasa Pariwisata.

Pasal 96

(1) Seksi Jasa Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan
data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan
rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa perdagangan.

(2) Seksi Jasa Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan data,
pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan
rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa pariwisata
termasuk jasa kebudayaan.
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Pasal 97

Subdirektorat Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa
Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan
rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman
modal di bidang jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan jasa
lainnya.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97,
Subdirektorat Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa
Lainnya menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana
strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa
kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan;

b. pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana
strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa
lainnya.

Pasal 99

Subdirektorat Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa
Lainnya terdiri dari:

a. Seksi Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan;

b. Seksi Jasa Lainnya.

Pasal 100

(1) Seksi Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan mempunyai
tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian, dan penyiapan
rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan
penanaman modal di bidang jasa kesehatan, pendidikan, dan
ketenagakerjaan.

(2) Seksi Jasa Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data,
pengkajian, dan penyiapan rencana umum, rencana strategis, dan
rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa konsultasi,
keamanan, komunikasi dan informasi, aplikasi telematika, dan jasa
lainnya.
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